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BUPATI MALUKU TENGAH 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGAH 

NOMOR 35 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MALUKU- TENGAH, 

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016,  perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 

Anggaran 2016;  
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 

tentang Pembentukan Daerah --Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I 

Mal~ku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1 1 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;  

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan 

Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3961)  sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan 

Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3985); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004 tentang.Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 
' T i  

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

7 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 
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8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

10.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Tahun 2 0 1 1  Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

1 1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5679) ;  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137) ;  

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

14 .  Peraturan Pemerintah Nomor,58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran·Negara 

Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tanibahan Lembaran Negara Nomor 4585); 
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran 

Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 46); 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 1  Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 

18.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

19 .  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5155); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165) ; 

2 1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  

Tahun 2011  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
T"8. ­ 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 201 1  Nomor 310) ;  

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 903); 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01  Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

· Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Teng~h Tahun 2012 Nomor 107); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 159); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor 179); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 .  

Pasal 1 .  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.570.058.724.250.­ 

bertambah sejumlah Rp. 97.781.387.280, sehingga menjadi Rp. l.667 .840 .111.530 ,-  dengan rincian sebagai 

berikut: 
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2. Belanja 

a. Semula 

b. Bertambah/Berkurang 
Jumlah Belanja Setelah Perubahan 

Surflus/ (Defisit) Setelah Perubahan 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

1) Semula Rp. 10.000.000.000.­ 

2) Bertambah/Berkurang RD. 73.162.452.000.­ 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 

Rp. 1 .751.002.563.530.­  

(Rp. 83.162.452.000.-) 

Rp. 83.162.452.000.-  

1 .  Pendapatan 

a. Semula Rp. 1 .  570.058.724.250.­ 

• b. Bertambah/Berkurang RD. 97.781.387.280.­ 
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1 .  667.840.111 .530 .­  

Rp. 1 . 5 8 0 . 0 5 8 . 7 2 4 . 2 5 0 . ­  

Rp. 170.9 43.839.280.-  

b. Pengeluaran 

1) Semula Rp. 0.- 

2) Bertambah/Berkurang p. O.­ 

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 0.-  

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp. 83.162.452 .000.-  

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan (Rp. O.-) 
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Pasal 2 

2 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

Pasal 3 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 

lebih lanjut dalam lampiran II dan merupakan bagian yag tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yag tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini; 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini 

dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 
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Pasal 6 

Peraturan Bupati Maluku Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkankan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peigundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Maluku Tengah. 

Ditetapkan di Masohi 
J. pada tanggal 26 Oktober 20 .tt'. 

fawn iigo«ao 

Diundangan di Masohi 
[[Rt@tggky 26 oober 2016 
t { A RA  assure ML enNc68A 

e 
UM~RELL IBRAHIM 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 257 
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